
 

 

BUPATI BULUNGAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib 

mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 

memperoleh persetujuan Bersama; 

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 

dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 2022;  

SALINAN 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan   (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai 

Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);2 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);  

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431);  

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); 

 

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN 

dan 

BUPATI  BULUNGAN 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022.  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan. 

3. Bupati adalah Bupati Bulungan.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.  

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.  

8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.  

9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang 

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 



yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022, semula berjumlah Rp1.277.702.212.730,- bertambah 

sebesar Rp206.344.164.855,- sehingga menjadi 

Rp1.484.046.377.585,- dengan rincian sebagai berikut: 

 Pendapatan Daerah: 

a. Semula   Rp1.257.702.212.730,-  

b. Bertambah/(Berkurang)      Rp.    46.829.066.794,-  

 Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.304.531.279.524 

1. Belanja Daerah: 

1. Semula   Rp1.277.702.212.730,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp   206.344.164.855,-  

 Jumlah Belanja daerah setelah perubahan Rp1.484.046.377.585,- 

2. Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan Pembiayaan: 

1) Semula   Rp    20.000.000.000,-  

2) Bertambah/(Berkur

ang)    

Rp  159.515.098.061,-  

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan  Rp   179.515.098.061,- 

b. Pengeluaran Pembiayaan:  

a) Semula   Rp          NIHIL  

b) Bertambah/(Berkurang)   Rp          NIHIL      .  

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan     Rp         NIHIL 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan    Rp   179.515.098.061,- 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 

perubahan 

   Rp        NIHIL 

  

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2, bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah: 

1. Semula   Rp 140.727.990.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp        768.446.554,-  



Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp  141.496.436.554,- 

b. Pendapatan Transfer:  

1. Semula   Rp1,116.974.222.730,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp      46.060.620.240,-         

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.163.034.842.970,- 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 

1. Semula   Rp     NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp     HIHIL  

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah 

perubahan 

Rp.     NIHIL 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 huruf a bersumber dari: 

a. Pajak Daerah: 

 

b. Retribusi Daerah: 

1. Semula   Rp 8.017.140.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   (Rp   478.674.600,-).  

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp   7.538.465.400,- 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan: 

1. Semula   Rp 11.500.000.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.      NIHIL  

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah perubahan 

Rp 11.500.000.000,- 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah: 

1. Semula    Rp72.340.850.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp  1.082.601.154,-  

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

setelah perubahan 

 

Rp73.423.451.154,-  

 

1. Semula   Rp48.870.000.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp     164.520.000,-.    

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 49.034.520.000,- 



(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 huruf b, bersumber dari: 

a. Transfer Pemerintah Pusat: 

1. Semula    Rp1.072.289.639.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   (Rp       1.517.039.000,-)  

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.070.772.600.000,- 

b. Transfer antar Daerah: 

1. Semula   Rp  44.684.583.730,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp  47.577.659.240,-    

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp    92.262.242.970,- 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

bersumber dari: 

1) Pendapatan hibah: 

1. Semula   Rp.       NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.       NIHIL  

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp.        NIHIL 

2) Dana Darurat: 

1. Semula   Rp.       NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.       NIHIL         .             

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp.          NIHIL 

3) Lain – lain Pendapatan pendapatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan: 

1. Semula   Rp.       NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.       NIHIL     

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 

perubahan                                                                            

Rp.        NIHIL 

Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2, terdiri atas: 

a. Belanja operasi : 

1. Semula   Rp837.160.250.815,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp152.655.649.025,-  

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp 989.815.899.840,- 

 



b. Belanja modal: 

1. Semula   Rp285.107.963.915,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp  40.769.250.624,-    

Jumlah Belanja modal  setelah perubahan Rp325.877.214.536,- 

c. Belanja tidak terduga: 

1. Semula    Rp8.662.500.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp8.980.430.209,-  

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp17.642.930.209,- 

d. Belanja transfer: 

1. Semula   Rp146.771.498.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp    3.938.835.000,-  

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan Rp150.710.333.000,- 

 

 

Pasal 6 

1. Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a, terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai: 

1. Semula   Rp 452.928.244.066,-   

2. Bertambah/(Berkurang) Rp   69.718.098.669,-     

Jumlah belanja trasnfer setelah perubahan Rp 522.646.342.735,- 

b. Belanja Barang dan Jasa: 

1. Semula   Rp 326.826.247.693,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp   50.567.806.109,-  

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan  Rp377.394.053.802,- 

c. Belanja Bunga: 

1. Semula   Rp.        NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.        NIHIL  

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. NIHIL 

d. Belanja Subsidi: 

1. Semula   Rp.         NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp    500.000.000,-.  

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp   500.000.000,- 

e. Belanja Hibah: 

1. Semula   Rp  56.905.759.056,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp  30.195.091.676,-  



Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp87.100.850.732,- 

f. Belanja Bantuan Sosial : 

1. Semula   Rp.     500.000.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp  1.674.652.571,-    .  

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp2.174.652.571,- 

2. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

huruf b, terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah: 

1. Semula   Rp.       NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.       NIHIL           .  

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp.       NIHIL 

b. Belanja Modal Peralatan Mesin: 

1. Semula   Rp  64.050.946.629,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp    7.846.573.100,-  

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp71.897.519.729,- 

c. Belanja modal bangunan dan gedung: 

1. Semula   Rp144.213.521.885,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp    7.956.171.029,-   

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah 

perubahan 

Rp152.169.692.914,- 

d. Belanja modal jalan,jaringan, dan irigasi: 

1. Semula    Rp  76.201.635.881,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp  24.813.091.012,-  

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah 

perubahan 

Rp101.014.726.893,- 

 

e. Belanja modal aset tetap lainnya: 

1. Semula    Rp   641.859.520,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp   153.415.480,-  

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah 

perubahan 

Rp795.275.000,- 

 

f. Belanja modal aset tidak berwujud: 

1. Semula   Rp.      NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.      NIHIL  

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah 

perubahan 

Rp.  NIHIL 

 



3. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, 

yaitu: 

1. Semula    Rp8.662.500.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)    Rp8.980.430.209,-  

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp17.642.930.209,- 

4. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

huruf d, terdiri atas: 

Belanja bagi hasil 

1. Semula   Rp4.887.000.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp 3.049.531.000,-   

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp7.936.531.000,- 

a. Belanja bantuan keuangan 

1. Semula   Rp141.884.498.000,-  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp       889.304.000,-   

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp142.773.802.000,- 

 

Pasal 7 

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimna dimaksud dalam 

pasal 2, terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan: 

1. Semula    Rp  20.000.000.000,-   

2. Bertambah/(Berkurang)  Rp159.515.098.061,-    

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp179.515.098.061,- 

b. Pengeluaran Pembiayaan : 

1. Semula   Rp.      NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.      NIHIL,-  

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah 

perubahan 

 

 Rp.     NIHIL 

Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas; 

a. Sisa lebih penting perhitungan anggaran tahun 

sebelumnya: 

 



1. Semula    Rp.  20.000.000.000,-   

2. Bertambah/(Berkurang)  Rp.159.515.098.061,-     

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.179.515.098.061,- 

b. Pencairan dana cadangan: 

1. Semula   Rp.   NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.   NIHIL,-  

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah 

perubahan 

 Rp.     NIHIL 

 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan: 

1. Semula   Rp.    NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.    NIHIL,-  

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah perubahan 

 Rp.    NIHIL 

 

d. Penerimaan Pinjaman daerah: 

1. Semula   Rp.   NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.   NIHIL,-  

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah 

perubahan 

 Rp.    NIHIL 

 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah: 

1. Semula   Rp.      NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp. 5.228.000.000,-  

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman 

daerah setelah perubahan 

 Rp. 5.228.000.000,- 

 

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan: 

1. Semula   Rp.   NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.   NIHIL,-  

Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan setelah perubahan 

 Rp.NIHIL 

 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan: 

1. Semula    Rp.   NIHIL   

2. Bertambah/(Berkurang)  Rp.   NIHIL     



Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah 

perubahan 

Rp.   NIHIL 

b. Penyertaan modal daerah: 

1. Semula   Rp.     NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.     NIHIL,-  

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah 

perubahan 

 Rp.    NIHIL  

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh 

tempo: 

1. Semula   Rp.    NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.    NIHIL,-  

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang 

jatuh tempo setelah perubahan 

 Rp.     NIHIL 

 

 

d. Pemberian Pinjaman daerah: 

1. Semula   Rp.    NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.    NIHIL,-  

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah 

perubahan 

 Rp.   NIHIL 

 

(3) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan: 

1. Semula   Rp.   NIHIL  

2. Bertambah/(Berkurang)   Rp.   NIHIL,-  

Jumlah Pengeluaran pembiayaam lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

setelah perubahan 

 Rp.   NIHIL 

 

 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan 

mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya dan/atau 

pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam 

peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan 

dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2022 



(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social 

dan/atau kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; 

dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat 

mengganggu kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada 

ayat meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan 

Dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan 

belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya 

yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan atau masyarakat. 

 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 

Jenis Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 



Program, Kegiatan,Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 

Hasil dan Sub Kegiatan beserta 

Keluaran; 

 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara;  

 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan 

per jabatan; 

 7. Lampiran VII Daftar piutang daerah; 

 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal daerah dan 

investasi daerah lainnya; 

 9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 

 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan 

pengurangan aset lain-lain; 

 11. Lampiran XI Daftar sub kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran yang direncanakan;  

 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan; dan 

 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulungan. 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 September 2022 

 

BUPATI BULUNGAN, 

 

ttd 

 

SYARWANI 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 September 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,  

 

ttd 

 

RISDIANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI 

KALIMANTAN UTARA: (65/3/2022) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 
 

 
HAMRAN, SH 

Pembina  IV/a 
NIP. 197011302002121004 

 



 

 

 

 


